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3 Orang Jadi Tersangka Korupsi Rp 61 M Dana COVID di Minahasa 

 

 

Sumber Gambar : https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polda-sulut-serahkan-3-tersangka-

korupsi-dana-covid-19-rp61-miliar-ke-kejati/ 

 

Minahasa Utara - 3 orang ditetapkan tersangka kasus penanganan dampak 

ekonomi COVID-19 di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Sulawesi Utara (Sulut), pada 

tahun anggaran 2020 sebesar Rp 61 M. Para tersangka ditahan di ruang tahanan Polda Sulut. 

"Penetapan tersangka berdasarkan hasil audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulut tanggal 

23 Desember 2021 dengan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara 

kurang lebih Rp 61 miliar," kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham 

Abast, Selasa (1/2/2022), di Manado. 

Jules menjelaskan ketiga orang itu diduga korupsi dana penanganan dampak 

ekonomi COVID-19 pada tahun anggaran 2020. 

https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polda-sulut-serahkan-3-tersangka-korupsi-dana-covid-19-rp61-miliar-ke-kejati/
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Menurut dia, berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/259/V/2021/ 

SPKT.DITKRIMSUS/POLDA SULUT tanggal 24 Mei 2021 dan surat perintah penyidikan 

nomor Sp.Sidik/25/V/2021/Dit Reskrimsus Polda Sulut, tanggal 25 Mei 2021, penyidik 

Ditreskrimsus Polda Sulut telah melakukan proses pemeriksaan hingga menetapkan 3 

tersangka, yaitu YNM, MMO dan SE.  

"Saat ini YNM dan MMO sudah dilakukan penahanan di Rutan Polda Sulut. 

Sedangkan SE masih berada di luar kota, dan akan memenuhi panggilan," pungkasnya.  

Ketiga tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo pasal 55, pasal 56 KUHPidana. 

 

Sumber :  

1. https://news.detik.com/berita/d-5924018/3-orang-jadi-tersangka-korupsi-rp-61-m-

dana-covid-di-minahasa 

2. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220216093725-12-759756/korupsi-dana-

covid-sulut-modus-csr-3-pejabat-terancam-pidana-mati 

3. https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polda-sulut-serahkan-3-tersangka-korupsi-

dana-covid-19-rp61-miliar-ke-kejati/ 

Dasar Hukum : 

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan 

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19)  Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan  Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang 

 

Catatan Berita : 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

Pasal 1: 

https://news.detik.com/berita/d-5924018/3-orang-jadi-tersangka-korupsi-rp-61-m-dana-covid-di-minahasa
https://news.detik.com/berita/d-5924018/3-orang-jadi-tersangka-korupsi-rp-61-m-dana-covid-di-minahasa
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220216093725-12-759756/korupsi-dana-covid-sulut-modus-csr-3-pejabat-terancam-pidana-mati
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220216093725-12-759756/korupsi-dana-covid-sulut-modus-csr-3-pejabat-terancam-pidana-mati
https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polda-sulut-serahkan-3-tersangka-korupsi-dana-covid-19-rp61-miliar-ke-kejati/
https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polda-sulut-serahkan-3-tersangka-korupsi-dana-covid-19-rp61-miliar-ke-kejati/
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(1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran 

pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. 

(2) ) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 20l9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2020. 

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)rdalam rangka: 

a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 191; dan/atau 

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas system keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan 

kebijakan stabilitas sistem keuangan. 

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, 

kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan 

kebijakan pembiayaan. 

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang 

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 

Pasal 2 : 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk: 

a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama 

masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan 

berakhirnya Tahun Anggaran 2022; 
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2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling 

tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan 

3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 

menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap. 

b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 

c. melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarfungsi, dan/atau 

antar program; 

d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai 

pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta 

menentukan proses dan metode pengadaan barang /jasa; 

e. menggunakan anggaran yang bersumber dari: 

1. Sisa Anggaran Lebih (SAL); 

2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; 

3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; 

4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau 

5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 

f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara 

dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus 

Disease 2OI9 (COVID-l9) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, danf atau investor ritel; 

g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalarn 

danf atau luar negeri; 

h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan; 

i. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan 

tertentu (refoansing), penyesuaian aiokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan 

penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria 

tertentu;  
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j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau 

k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang 

keuangan negara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 3: 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan 

untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan 

tertentu (refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

(2) Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan 

tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 12 : 

(1) Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkahlangkah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap 

memperhatikan tata kelola yang baik. 

(2) Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan 

langkahlangkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. 

Pasal 14 : 

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi 

terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk 

menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu 

menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (5). 
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Pasal 15 : 

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya 

disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk: 

a. menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaaan 

teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah 

penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan 

b. menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan 

permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang 

membahayakan perekonomian nasional. 

(2) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 

melalui pemanfaatan teknologi informasi, pendapat setiap anggota KSSK, 

pengambilan keputusan, dan keputusan KSSK disampaikan dalam rapat secara 

lisan dan direkam, serta keputusan rapat diparaf dan/atau ditandatangani 

kemudian oleh anggota KSSK dan mengikat seluruh anggota KSSK. 

(3) Ketentuan iebih lanjut mengenai skema pemberian dukungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 23 : 

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan 

permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk: 

a. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk 

melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau 

konversi; 

b. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan 

prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan 

penanganan krisis sistem keuangan; dan 

c. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan wajib dilakukan oleh 

pelaku industri jasa keuangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa 

Keuangan dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

Pasal 25 : 

Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin 

Simpanan mengaiami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan 

sistem keuangan sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). 

Pasal 26 : 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak 

melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp10.O00.O00.0O0,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp300.0OO.00O.O00,00 (tiga ratus miliar rupiah).  

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 

(satu triliun rupiah). 

>>ASM<< 


